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BUPATI TRENGGALEK  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 

NOMOR          TAHUN 2025  

TENTANG 

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO TRENGGALEK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TRENGGALEK, 

 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan 

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah                   

dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek. 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 12  Tahun  1950  tentang  

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur 

dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam 
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Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang                                

Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55) Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
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Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5657);  

8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan (Lembataran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6887); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1 , tambahan 
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Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128); 

14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 63 Tahun 2024 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 

2024 Nomor 61); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Trenggalek. 

2. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah 

dr. Soedomo Trenggalek. 

4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya 

disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan 

keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa 

keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis 

yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai 

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan 

daerah pada umumnya. 

5. Pejabat Pengelola BLUD, yang selanjutnya disebut 

Pejabat Pengelola, adalah Pimpinan BLUD yang 

bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD 

yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan 

Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan 

dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang 

bersangkutan. 
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6. Pegawai BLUD adalah sumber daya manusia BLUD 

baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara maupun 

Pegawai yang bersasal dari Tenaga Profesional Lainnya 

yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan 

untuk mendukung kinerja BLUD. 

7. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima 

setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai 

BLUD RSUD dr.Soedomo Trenggalek. 

8. Remunerasi adalah imbalan kerja atau upah kerja 

yang dapat berupa gaji , tunjangan tetap, insentif (jasa 

pelayanan), bonus atas prestasi, pesangon, pensiun 

yang diberikan kepada Pejabat Pengelola Rumah Sakit 

dan Pegawai BLUD. 

 

BAB II 

REMUNERASI 

 

Pasal 2 

 

(1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan 

remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan 

profesionalisme. 

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam 

komponen meliputi :  

a.  gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat 

tetap setiap bulan;  

b.  tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang 

yang bersifat tambahan perrdapatan di luar gaji 

setiap bulan;  

c.  insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang 

bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;  

d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa 

uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar 

gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi 

kerja yang dapat ciiberikan I (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi 

syarat tertentu;  
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e.  pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang 

santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan 

keuangan; dan/atau  

f.  pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.  

(3)  Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) meliputi :  

a.  bersifat tetap berupa gaji;  

b.  bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, 

dan bonus atas prestasi; dan  

c.  pesangon bagi Pegawai Pemerintah Dengan 

Perjanjian Kerja , Pejabat Pengelola dan Pegawai 

yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya atau 

pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.  

(4) Pegawai BLUD menerima remunerasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) meliputi :  

a.  bersifat tetap berupa gaji;  

b.  bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas 

prestasi; dan 

c. Pesangon bagi pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja dan profesional lainnya atau 

pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil. 

 (5)  Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi Pegawai 

Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan undangan. 

 

Pasal 3 

 

(1) Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 2 ayat (1) mempertimbangkan prinsip 

proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kesejahteraan 

dan indek kerja.  

(2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pengaturan remunerasi dapat 

rnemperhatikan indeks harga daerah wilayah. 

(3) Pengaturan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian :  

a.  pengalaman dan masa kerja (basic index);  

b.  ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku 

(competency index); 
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c. resiko kerja (risk index);  

d.  tingkat kegawatdaruratan (emergency index);  

e.  jabatan yang disandang (position index); dan  

f.  hasil/capaian kerja (performance index). 

 

Pasal 4 

 

(1)  Besaran gaji Pemimpin BLUD ditetapkan dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :  

a.  Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas 

ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola 

BLUD serta tingkat pelayanan; 

b.  Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan 

industri pelayanan sejenis;  

c.  Kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan 

pendapatan BLUD yang bersangkutan;  

d.  Kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh 

Bupati sekurang-kurangnya mempertimbangkan 

indikator keuangan, pelayanan, mutu dan 

manfaat bagi masyarakat.  

(2)  Gaji Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan 

paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) 

dari gaji Pemimpin BLUD. 

 

Pasal 5 

 

Ketentuan mengenai Remunerasi dalam bentuk intensif                  

(jasa pelayanan) diatur lebih lanjut dalam Keputusan 

Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek. 

 

Pasal 6 

 

(1)  Remunerasi dalam bentuk tunjangan tetap diberikan 

kepada jabatan tertentu atas dasar kelangkaan 

profesi (dokter spesialis).  

(2)  Tunjangan tetap diberikan setiap bulan dan 

besarannya mempertimbangkan kemampuan 

pendapatan fungsional RSUD dan akan diatur lebih 

lanjut oleh pemimpin BLUD. 
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Pasal 7 

 

(1)  Remunerasi dalam bentuk bonus atas prestasi kerja 

diberikan secara insidental kepada Pejabat Pengelola 

atau Pegawai BLUD yang memiliki prestasi kerja yang 

baik.  

(2)  Kriteria Pejabat Pengelola atau Pegawai BLUD 

berprestasi akan diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Pemimpin BLUD dengan 

mempertimbangkan saran dari pejabat yang 

kompeten.  

(3)  Besaran bonus disesuaikan dengan kemampuan 

pendapatan fungsional RSUD dan akan diatur lebih 

lanjut oleh pemimpin BLUD, 

 

BAB III  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Trenggalek.  

Ditetapkan di  : Trenggalek  
Pada tanggal  :
 ………………….2025 

BUPATI TRENGGALEK, 
TTD 

MOCHAMAD NUR ARIFIN 
 

Diundangkan di : Trenggalek 
Pada tanggal :  ……………………..2025  
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK, 

TTD 
EDY SOEPRIYANTO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN …….. NOMOR ….. 
SERI …
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